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ABSTRACT

Land Titles Registrar is a public official who has the authority to make certain
authentic act. The legal basis rests arranged in the BAL, PP 24 In 1997, PP 37 of 1998. This
is reflected clearly from the legal institution that is responsible for hiring and firing, duties
and authorities in order to make a certain authentic deed, as well as guidance and
supervision system Land Titles Registrar. The problem in this paper is how to the role and
authority of Land Titles Registrar in land purchase and sale agreement. The research method
in this paper is normative and the empirical method, where data is sourced from literature
studies and field studies, and analysis of qualitative data. Prove research results that the
authorities in the deed is Land Titles Registrar. However, if there are duplicatesin a single
region and Land Titles Registrar, Land Titles Registrar officials while automatically
authorized in the deed is Land Titles Registrar, in this case Land Titles Registrar while not
authorized in the manufacture of land deed. People are expected to do a purchase agreement
on the ground in front of the competent authority, in this case the Land Deed Official, given
the deed made by Land Titles Registrar an authentic act which can be used as evidence in

case of dispute.

Keywords: Authority, Land Titles Registrar, the Treaty.

|. PENDAHULUAN

Tanah  merupakan salah  satu
kebutuhan pokok manusia, Masalah tanah
erat sekali hubungannya dengan manusia
sebaga pemenuhan kebutuhan nya demi
kelangsungan hidupnya, disaat populas
manusia yang terus meningkat sementara
luas tanah yang tidak bertambah. Tanah
tidak hanya merupakan tempat membangun
rumah tinggal tetapi dari tanah kita juga
mendapatkan bahan makanan, pakaian,
serta kebutuhan lainnya yang bersifat
primer, akibat keterbatasan luas tanah ini
menyebabkan kepemilikan hak atas suatu
tanah sering kali berujung sengketa akibat
tidak dimilikinya dasar hukum yang kuat
sebagai pegangan dan bukti atas
kepemilikan suatu tanah. Untuk
memperoleh hak kepemilikan atas suatu
tanah dapat diperoleh dengan beberapa cara

sadlah satunya dapat diperoleh melalui
proses jual beli tanah (Subekti: 1995, him,
46).

Semenjak diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disingkat UUPA) diterbitkan
suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pgabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
(selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun
1998), sebaga pelengkap dari Peraturan
Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan
telah dijanjikan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24
Tahun 1997) Pasal 7 maka tugas dan ruang
lingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci.
Jual beli atas tanah diatur daam UUPA,
yang selanjutnya diatur dalam Peraturan



Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UUPA, di daam
Pasal 19 menentukan bahwa jual beli tanah
harus dibuktikan dengan suatu akta yang
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).

Dalam perundang-undangan PPAT
maupun Notaris adalah merupakan pejabat
umum yang diberikan  kewenangan
membuat akta otentik tertentu, yang
membedakan keduanya adalah Landasan
hukum berpijak yang mengatur keduanya.
PPAT diatur ddam UUPA, PP No. 24
Tahun 1997, PP No. 37 Tahun 1998,
sedangkan Pejabat Notaris diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya
disingkat Undang-Undang No. 30 Tahun
2004). Perbedaan tersebut tergambar
dengan jelas dari lembaga hukum yang
bertanggung jawab untuk mengangkat dan
memberhentikan, tugas dan
kewenangannya dalam rangka pembuatan
akta-akta otentik tertentu, serta sistem
pembinaan dan pengawasan Notaris dan
PPAT.

Pegjabat Notaris diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
pembinaan dan pengawasan ada pada
pgabat yang ada di bawah kementerian
tersebut yakni Pengadilan Negeri. PPAT di
angkat dan diberhentikan oleh Kepaa
Badan Pertanahan Nasiona (KBPN),
sedangkan pembinaan dan pe ngawasannya
ada pada pgabat yang ditunjuk dalam
tingkat daerah kabupaten atau kota hal ini
Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Produk hukum vyang dihasilkan
adalah akta otentik, namun berbeda
jenisnya, di dalam Undang-Undang No. 30
Tahun 2004, Pegabat notaris berwenang
membuat akta otentik mengena semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam akta otentik, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang, di samping itu
berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No.
30 Tahun 2004 dikatakan notaris
berwenang pula membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan

1. Pegjabat Pembuat  Akta  Tanah,
selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi ke
wenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengena perbuatan hukum
tertentu mengena hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

2. PPAT Sementara adalah pejabat
Pemerintah yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT di
daerah yang belum cukup terdapat
PPAT.

3. PPAT Khusus adalah pejabat Badan
Pertanahan Nasiona yang ditunjuk
karena jabatannya utnuk melaksanakan
tugas PPAT dengan membuat akta
PPAT tertentu khusus dalam rangka
pelaksanaan  program atau tugas
Pemerintah tertentu.

Dasar pengangkatan sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah adalah Surat
Keputusan Menteri Negara Agraria atau
Kepada Badan Pertanahan Nasional
tertanggal 2 Juni 1998 Nomor 8-X1-1998
tentang Pengangkatan Peabat Pembuat
Akta Tanah dan Penunjukan Daerah
Kerjanya. Secara khusus keberadaan PPAT



diatur dalam PP No 37 Tahun 1998 tentang
peraturan jabatan PPAT.

PPAT melaksanakan sebagian dari
kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas
pembuatan akta otentik sebagai bukti telah
dilakukan perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang dijadikan
dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu di daerah kerjanya
yang ditentukan oleh  pemerintah
(kompetensi absolute) yakni kabupaten atau
kota satu wilayah dengan wilayah kerja
Kantor pertanahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis
tertarik mengetahui peranandan
wewenang PPAT dalam perjanjian jual
beli tanah.

Perjanjian Jual Beli Tanah

Daam UUPA istilah jual beli hanya
disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang
menyangkut jual beli hak milik atas tanah
(Munir Fuadi: 2008, him 23). Pada pasal
lainnya tidak menyebutkan jual beli tetapi
disebutkan sebagai dialihkan, pengertian
dialihkan menunjukkan suatu perbuatan
hukum yang disenggja untuk memindahkan
hak atas tanah kepada pihak lain tanah
melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan
hibah wasiat. Jadi meskipun dalam Pasal
hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah
satunya adalah  perbuatan  hukum
pemindahan hak atas tanah karena jual beli.

Sgjak berlakunya PP No. 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli
atas tanah dilakukan oleh para pihak
dihadapan PPAT yang bertugas membuat
aktanya. (Adrian Sutedi: 1994, him, 77).
Akta jual beli yang ditandatangani para
pihak membuktikan bahwa telah terjadinya
pemindahan hak atas suatu tanah dari
penjua kepada pihak pembeli dengan
diserta pembayaran harga dan penyerahan

bukti kepemilikan yang telah disepakati
para pihak.

Akta jual beli yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) membuktikan bahwa
benar telah dilakukan perbuatan hukum
pemindahan hak atas suatu tanah dan
disertai dengan pembayaran harga, serta
membuktikan bahwa penerima hak atau
pembeli sudah menjadi pemegang hak yang
baru dengan memiliki  bukti  dari
kepemilikan atas tanah tersebui.

Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat
materiil dan syarat formil, yaitu:
a. Syarat materiil
Syarat materiil sangat menentukan akan
sahnya jual beli tanah tersebut antara
lain:
1) Pembeli berhak membeli tanah yang
bersangkutan.
Maksudnya adalah pembeli  sebagai
penerima hak harus memenuhi syarat
untuk memiliki tanah yang akan
dibelinya. Untuk menentukan berhak
atau tidaknya si pembeli memperoleh
hak atas tanah yang dibelinya
tergantung pada hak apa yang ada
pada tanah tersebut, apakah hak
milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, atau hak pakai.

Berdasarkan Pasal 21 UUPA, yang

dapat mempunyai hak milik atas

suatu tanah hanya warga negara

Indonesia tunggal dan badan-badan

hukum yang ditetapkan oleh
pemerintah.

2) Penjua berhak menjual tanah yang
bersangkutan.

Yang berhak menjual suatu bidang
tanah tentu sgja s pemegang yang
sah dari hak atas tanah tersebut yang
disebut pemilik. Kalau pemilik
sebidang tanah hanya satu orang,
maka ia berhak untuk menjual sendiri
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tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik
tanah adalah dua orang, maka yang
berhak menjual tanah itu adalah
kedua orang itu bersama-sama. Tidak
boleh seorang sgja yang bertindak
sebaga penjua. (Effendi Perangin-
angin: 1994, him, 2)

3) Tanah hak yang bersangkutan boleh
diperjualbelikan dan tidak sedang
dalam sengketa.

Mengenai tanah-tanah apa sgja yang dapat
diperjualbelikan telah ditentukan dalam
UUPA, yaitu:

a) Hak Milik (Pasal 20)

b) Hak Guna Usaha (Pasal 28)

¢) Hak GunaBangunan (Pasal 35)

d) Hak Pakai (Pasal 41)

Jika salah satu syarat materiil ini
tidak dipenuhi, dalam arti penjual bukan
merupakan orang yang berhak atas tanah
yang dijualnya atau pembeli tidak
memenuhi syarat untuk menjadi pemilik
hak atas tanah, atau tanah yang
diperjualbelikan sedang dalam sengketa
atau atau merupakan tanah yang tidak boleh
diperjuabeli kan, maka jua beli tanah
tersebut adalah tidak sah. Jua beli tanah
yang dilakukan oleh yang tidak berhak
adalah batal demi hukum. Artinya segjak
semula hukum menganggap tidak pernah
terjadi jual beli. (Effendi Perangin-angin:
1994, him, 3).

b. Syarat formal

Setelah semua persyaratan materiil
terpenuni, maka syarat forma yaitu
pembuatan akta jual beli atas suatu tanah
yang dibuat oleh PPAT dan ditandatangani
para pihak dihadapan PPAT.

Berdasarkan uraian di atas dapat
dipahami bahwa perjanjian jua beli tanah
merupakan suatu perjanjian dimana para
pihak mengikatkan diri untuk melakukan
perbuatan hukum jua beli dimana tanah
menjadi obyek nya, perjanjian jua beli

tanah harus memenuhi syarat materiil serta
syarat formil, dimana syarat materiil
menentukan akan sahnya suatu perjanjian
jua beli tanah tersebut, setelah persyaratan
materiil terpenuhi, maka jual beli tanah
tersebut dilakukan pembuatan akta jual beli
atas tanah yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan PPAT yang juga hal tersebut
merupakan syarat formil.

Pegjabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Untuk mengetahui siapa sebenarnya
yang dimaksud dengan penjabat tersebut
yang seterusnya disebut Penjabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) tersebut maka oleh
pemerintah diterbitkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Penunjukan Pgjabat yang Dimaksud Dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 11
Tahun 1961 tentang Bentuk Akta
(Selanjutnya disingkat PMA No. 11 Tahun
1961).

Perubahan istilah Penjabat Pembuat
Akta Tanah menjadi Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) terjadi dengan adanya
Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Instruksi Menteri Dalam Negeri No0.16
Tahun 1983 tentang Ketentuan Bentuk dan
Penggunaan Stempel Jabatan, stempel
dinas, kop naskah dinas dan papan nama
instans  di  Lingkungan  Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Wilayah dan
surat Menteri Pertanian dan Agrariatanggal
8 Me 1984 No. Sekra 9/2/12 tentang
Instruksi Bagi Para Penjabat Pembuat Akta
Tanah , untuk memasang papan jabatan di
depan tempat kerjanya dan perihal bentuk
jabatan penjabat. (Habib Adjie: 2008, him,
39). Semenjak berlakunya peraturan ini,
maka istilah Penjabat Pembuat Akta Tanah



berubah menjadi Pejabat Pembuat Akta

Tanah.

Dadam Pasal 3 Peraturan Menteri
Agraria No. 10 Tahun 1961 tentang
Penunjukan Pegjabat yang dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
disebutkan sebagai berikut:

Y ang dapat diangkat sebagai penjabat

adalah:

1. Notaris

2. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai
dalam lingkungan Departemen Agraria
yang dianggap mempunyai pengetahuan
lain cukup tentang peraturan-peraturan
pendaftaran tanah dan peraturan-
peraturan lainnya yang bersangkutan
dengan persoalan peraihan hak atas
tanah.

3. Para pegawa pamongprgja yang telah
mel akukan tugas seorang penjabat.

4. Orang-orang lain yang telah lulus
dalam ujian yang diadakan oleh Menteri
Agraria.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
menyebutkan:

1. Pgabat Pembuat Akta  Tanah,
selanjutnya disebut PPAT, adaah
pegabat umum yang diberi kewenangan
untuk  membuat akta-akta otentik
mengenal perbuatan hukum tertentu
mengena hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.

2. PPAT Sementara adalah pejabat
Pemerintah yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT di
daerah yang belum cukup terdapat
PPAT.

3. PPAT Khusus adalah pejabat Badan
Pertanahan Nasional yang ditunjuk
karena jabatannya utnuk melaksanakan

tugas PPAT dengan membuat akta
PPAT tertentu khusus dalam rangka
pelaksanaan  program  atau  tugas
Pemerintah tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP
No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Untuk melayani masyarakat dalam
pembuatan akta PPAT di daerah yang
belum cukup terdapat PPAT atau untuk
melayani golongan masyarakat tertentu
daam pembutan akta PPAT tertentu,
Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di
bawah ini sebagai PPAT Sementara atau
PPAT Khusus:

a Camat atau Kepala Desa untuk melayani
pembuatan akta di daerah yang belum
cukup terdapat PPAT sebagai PPAT
Sementara;

b. Kepala Kantor Pertanahan  untuk
melayani pembuatan akta PPAT yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan
program-program pelayanan masyarakat
atau untuk melayani pembuatan akta
PPAT tertentu bagi negara sahabat
berdasarkan asas reprositas sesual
pertimbangan dari Departemen Luar
Negeri, sebaga PPAT Khusus.

Menurut Pasal 1 Undang -Undang
No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
menyebutkan bahwa definisi Notaris adalah
pgabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana maksud daam
Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka
dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) adalah merupakan
Pgabat Umum yang berwenang daam
bidang pertanahan, dan konsekuensinya
akta-akta yang dibuat oleh PPAT adalah
akta otentik, dimaksud dengan akta otentik
bahwa jika terjadi suatu masalah atas akta
yang dibuat olen PPAT tersebut, maka
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Pengadilan  tidak perlu  memeriksa
kebenaran isi dari akta tersebut, ataupun
tangga ditandatanganinya serta keabsahan
dari tanda tangan dari pihak-pihak, selama
tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan,
penipuan, maupun lain-lain  yang
kemungkinan akta tersebut dapat
dinyatakan batal ataupun harus dibatal kan.
Kewenangan Pegabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dalam proses jual beli
tanah

Pgabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) bertugas pokok melaksana kan
sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan
oleh perbuatan hukum itu.

Daam rangka melaksanakan tugas
pembuatan akta otentik atas perbuatan-
perbuatan hukum yang merupakan bagian
dari pada kegiatan pendaftaran tanah,
kewgjiban yang harus dilakukan PPAT
pada saat pembuatan akta yang wajib harus
dipenuni oleh PPAT vyatu Sebelum
pembuatan akta, PPAT wajib melakukan
pengecekan atau pemeriksaan keabsahan
sertifikat tanah dan catatan lain pada kantor
Badan Pertanahan Nasional setempat dan
menjelaskan  maksud dan tujuannya,
kewenangan PPAT berkaitan dengan akta
peralihan hak, akta pembebanan hak
tanggungan dan akta surat kuasa
membebankan hak tanggungan (SKMHT),
daam pembuatan akta tersebut tidak
diperbolehkan memuat kata-kata " sesual
atau menurut keterangan para pihak"
kecuali didukung oleh data formil. PPAT
juga berwenang menolak pembuatan akta
yang tidak didasari dengan dataformil.

Selanjutnya menurut  |bu  Agustina
Sulistiowati selaku Notaris dan PPAT di
Bandar  Lampung, PPAT  tidak
diperbolehkan membuat akta atas perbuatan
hukum sebagian bidang tanah yang sudah
terdaftar atau tanah milik adat sebelum
diukur oleh Kantor pertanahan dan
diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah
(NIB). Daam pembuatan akta, PPAT wajib
mencantumkan NIB atau nomor hak atas
tanah, nomor Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT), Pagak Bumi dan
Bangunan (PBB), serta penggunaan dan
pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan
lapangan.

Pgabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
mempunyai kewenangan membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan hukum
mengenai hak atas tanah dan Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di
dalam daerah kerjanya sesua dengan
peraturan yang berlaku.

Dalam suatu perjanjian jua beli tanah
peran PPAT adalah ikut serta dalam
perjanjian jua beli tanah sebagai perantara
sekaligus saks akad jual beli yang
dilakukan para pihak yang kemudian
membuktikannya dengan membuat Akta
Jua Bei (AJB), sebelum membuat AJB
terlebih  dahulu  PPAT  melakukan
pemeriksaan sertipikat hak atas tanah
dengan mengajukan permohonan, diterima
pada loket di Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN), dilakukan kegiatan
pemeriksaan sertifikat tanah , kemudian
pemberian tanda bukti pemeriksaan dan
pengambilan hasil pemeriksaan pada kantor
Badan Pertanahan Nasiona (BPN), selain
itu kewenangan PPAT dalam proses jual
beli tanah adalah melaksanakan tugas
pokok yaitu seorang PPAT mempunyal
kewenang an membuat akta otentik
mengenai  semua  perbuatan  hukum
mengenai hak atas tanah dan Hak Milik



Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di

dalam daerah kerjanya.

Akta yang di buat oleh PPAT di buat
dalam bentuk asli daam 2 (dua) lembar,
yaitu :

1. Lembar pertama sebanyak 1 (satu)
rangkap disimpan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) bersangkutan.

2. Lembar kedua sebanyak 1 (satu)
rangkap atau lebih menurut banyaknya
hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang menjadi
obyek perbuatan hukum dalam akta
yang disampaikan kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk
keperluan pendaftaran, atau dalam hal
akta tersebut mengenai pemberian kuasa
untuk dasar pembuatan akta pemberian
hak tanggungan, dan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan dapat diberikan
salinannya.

Kewenangan notaris dalam
pembuatan akta yang berkaitan dengan hak
atas tanah, secara yuridis formal Notaris
berwenang untuk membuat akta tanah.
Wewenang Notaris dalam membuat akta
tanah tersebut memiliki kekuatan hukum
yang kuat karena wewenang tersebut
adal ah berdasarkan pada Undang-Undang.

Wewenang Notaris dalam pembuatan
akta tanah ini memang berbenturan dengan
wewenang dari Pegabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sebaga Pgabat yang
ditunjuk untuk membuat akta tanah.
Meskipun perolehan kewenangan dari
Notaris adadah berdasarkan Undang-
Undang dan PPAT hanya diatur melalui
Peraturan Pemerintah, namun dalam
kenyataannya, Notaris tidak di perkenankan
membuat akta pertanah an kalau belum
lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena
itu, kewenangan yang dimiliki Notaris
sebelum diangkat menjadi PPAT adalah
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berwenang sebatas membuat Perjanjian

Akad Kredit yang dijaminkan oleh debitur

yang menjaminkan akta tanah sebagai

jaminan penerima fasilitas kredit dari Bank.
Yang diberi wewenang untuk
melaksanakan jual beli tanah adalah

Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

terdiri dari:

1. Notaris sebagai Pegjabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Yatu Notaris yang
diangkat berdasarkan SK Kepala Badan
Pertanahan Negara (KPBN) untuk
wilayah kerjatertentu.

2. PPAT sementara Adalah Camat yang
diangkat sebagai PPAT untuk daerah-
daerah terpencil atau belum terdapat
PPAT.

Daam melakukan tugasnya, Notaris
berada pada pengawasan :

1. MPP (Majelis Pengawas Pusat)

2. MPW (Majelis Pengawas Wilayah)

3. MPD (Magjelis Pengawas Daerah)

Dimana majelis pengawas tersebut
berada di lingkup Departemen Hukum dan

Hak Asas Manusa (HAM), magédis

pengawas melakukan  kewenangannya

dadam ha pengawasan serta melakukan

Pem binaan terhadap Notaris, maelis

pengawas sendiri terdiri dari unsur

pemerintahan, akademis serta INI (Ikatan

Notaris Indonesia).

Pembinaan dan pengawasan terhadap

PPAT oleh Kepaa Kantor Pertanahan
sebagai berikut:
1. Membantu menyampaikan dan

menjelaskan kebijakan dan peraturan
pertanahan serta petunjuk  tekhnis
pelaksanaan tugas PPAT yang telah
ditetapkan oleh  Kepaa Badan
Pertanahan dan peraturan perundang-
undangan.

2. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan
memberitahukan secara tertulis kepada
PPAT vyang bersangkutan apabila



ditemukan akta yang tidak memenuhi
syarat untuk digunakan sebagai dasar

pendaftaran haknya.

3. Melakukan  pemeriksaan  mengenai
pelaksanaan  kewgjiban  operasional
PPAT.

Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat diketahui bahwa Akta Tanah yang
dibuat oleh Notaris adalah sah dan
mempunyai  kekuatan  hukum  yang
mengikat sebagai akta otentik dan Notaris
sendiri  berwenang untuk membuatnya.
Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang berupa akta PPAT, maka
Pgabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
merupakan Pgabat Umum yang diberi
wewenang untuk membuat akta otentik
mengenai  perbuatan hukum  tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, dan memiliki
kewenangan dalam membuat Akta Jual
Beli (AJB) yang merupakan bukti bahwa
telah terjadi jual beli atas suatu tanah.
Notaris yang tidak merangkap sebagal
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak
mempunyai kompetensi untuk membuat
perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta
tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak
dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran
tanah di Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN), maka Notaris bukanlah
partner kerja dari BPN dalam urusan
pertanahan. Berbeda dengan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) vyang
merupakan partner kerja dari BPN dalam
bidang pertanahan.

1. PENUTUP

Kewenangan Pegjabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli
tanah yaitu:
PPAT melaksanakan sebagian dari kegiatan
pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan
akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan
perbuatan hukum tertentu mengenai hak

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu di daerah kerjanya yang
ditentukan oleh pemerintah (kompetensi
absolute) yakni kabupaten atau kota satu
wilayah dengan wilayah kerja Kantor
pertanahan, dan untuk PPAT sementara
(Camat ) adalah wilayah jabatan camat saat
menjabat.

Pegabat yang berwenang dalam pembuatan
akta adalah PPAT. Namun apabila dalam
satu wilayah terdapat rangkap pejabat
PPAT dan PPAT sementara secara otomatis
yang berwenang dalam pembuatan akta
adalah PPAT, daam ha ini PPAT
sementara  tidak  berwenang  dalam
pembuatan akta tanah. Mengingat bahwa
PPAT  Sementara adalah  Pgabat
Pemerintah  yang  ditunjuk  karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT di
daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
Jadi apabila dalam suatu daerah terdapat
dua Pgabat Pembuat Akta Tanah yang
diakui berdasarkan peraturan perundang-
undangan namun juga harus di lihat asal
usul dan fungsi Pejabat tersebut berada.
Saran Masyarakat diharapkan melakukan
perjanjian jual beli atas tanah dihadapan
pegabat yang berwenang, dalam ha ini
Pgabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
mengingat akta yang dibuat oleh PPAT
merupakan akta otentik yang dapat
dijadikan alat bukti apabila terjadi
sengketa, dan juga diharapkan masyarakat
sadar hukum akan arti pentingnya suatu
sertifikat tanah yang merupakan alat bukti
dalam menjamin kepastian hukum atas hak
penguasaan atas tanah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah
dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007.

A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di
Indonesia, CV Mandar Maju,
Bandung, 2009.

Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Habib Adjie, Sanks Perdata dan
Admisistratif  Terhadap  Notaris
Sebagai Pejabat Publik, PT Revika
Aditama, Bandung 2008.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1995.

B. UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau
Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria(UUPA)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah

C. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris

102  KEADILAN PROGRESF Volume 6 Nomor 2 September 2015



PEDOMAN PENULISAN

. Naskah bersifat orisinil, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum
yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang
dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

. Penulisan terdiri atas beberapa bab.

Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: BabI Pendahuluan (Latar Belakang
dan Rumusan Masalah), Bab 1I Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV
Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).

Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan (Latar Belakang
dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III
Penutup (Kesimpulan dan Saran).

. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah
bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam
bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.

. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan
memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun
penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis
(Jimly Asshidigqie dan M.Ali Syafa’at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan
ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul
tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari
internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.

. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan
acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama
pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir
Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-
hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out
dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.

. Naskah disertai biodata singkat pe:._lulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat
ini, dan hal lain yang dianggap penting.
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